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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab 
pencurian yang dilakukan oleh anak dan upaya penaggulangan dan 
pencegahan dari penegak hukum di Kabupaten Banggai. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai. 
Wawancara dilakukan secara terstruktur dan juga pertanyaan 
dikembangkan di depan narasumber serta dilakukan telaah dokumen-
dokumen dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
pencurian yang dilakukan oleh anak. Analisis data dilakukan secara 
kualitatif dan deskriptif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya 
pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Banggai yaitu faktor 
lingkungan,  keluarga, ekonomi dan pendidikan. Upaya pihak kepolisian 
Polres Banggai dalam penanggulangan pencurian yang dilakukan oleh 
anak di wilayah Kabupaten Banggai berupa, upaya preemtif dilakukan 
dengan mengadakan penyuluhan, upaya preventif dilakukan dengan 
mengadakan patroli dan menempatkan personil kepolisian di tempat 
keramaian yang rawan terjadi lokasi pencurian dan upaya represif 
dilakukan dengan melakukan tindakan Kepolisian yakni penangkapan, 
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A. Latar Belakang Masalah 
.  Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai 
hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan bangsa 
Indonesia. Anak adalah asset bangsa yang akan menentukan nasib 
bangsa di masa depan. Karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan 
oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Masa 
depan bangsa pada kesejahteraan anak-anak saat ini, tidak begitu 
berbanding lurus dengan realitas yang ada. Masih banyak anak-anak 
yang tidak beruntung dalam pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya. 
Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah seringkali 
memungkinkan dirinya disalahgunakan, secara langsung atau tidak 
langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu. 
Anak adalah masa dimana banyak sekali terjadi hal-hal yang 
sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan 
yang menjurus kepada tindak pidana. Masa anak adalah masa dimana 
orang mencari jati diri yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan 
tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka yang 
sesungguhnya, bagaimana sikap baik lahir maupun batin mereka, apa 
yang menjadi tumpuan mereka dan fungsi mereka dalam konteks 
kehidupan bermasyarakat. Dalam kondisi seperti ini, biasanya para 
remaja sibuk setiap harinya untuk mencari dan menuntut kemandirian 
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dan tidak ingin campur tangan dari siapapun, termasuk orang tua 
mereka sendiri. 
Ketika menghadapi masa-masa ini seharusnya anak 
mendapatkan perhatian dan pembinaan yang efektif dari orang tuanya. 
Akan tetapi, dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu 
sibuk dengan mengurus keperluan duniawi (materiil) sebagai upaya 
mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi, disisi lain orang tua 
keluarga miskin sering larut dalam pekerjaannya untuk mencukupi 
kebutuhan hidup sehari-hari juga seringmenelantarkan anak. Dalam 
kondisi yang demikian anak sebagai buah hati sering terlupakan kasih 
sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan pengawasan keluarga. 
Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, 
mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan 
bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. 
Realitas ini merupakan suatu hal yang sangat ironis karena 
bertentangan dengan pentingnya pembinaan dan pengarahan 
terhadap anak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang 
Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
Pertimbangan (consideran) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1997 Tentang Pengadilan Anak menyatakan : “Bahwa anak adalah 
bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia 
yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, 
yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat 
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khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan 
sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang 
Perilaku anak yang menyimpang atau bahkan melanggar hukum 
cukup kompleks dan beragam, dimana perilaku yang menunjukkan 
kemerosotan moral manusia telah mereka lakukan. Menurut laporan 
Pengadilan tahun 2011 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri seluruh 
propinsi mencatat sebanyak 4.000 tersangka berusia dibawah 16 
tahun yang diajukan ke pengadilan (Dian Nurjanah, 2012:1). Salah 
satu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak itu tidak lain 
adalah kejahatan pencurian, dimana delik pencurian tersebut telah 
diatur dalam Pasal 362 KUHPidana. 
Ketika anak melakukan kejahatan seperti pencurian, tentunya 
itu sangat meresahkan warga masyarakat karena masyarakat akan 
merasakan ketidaknyamanan dalam lingkungannya, keadaan seperti 
itu tentu tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat sehingga 
masyarakat cenderung melakukan peningkatan kewaspadaan dan 
upaya-upaya penanggulangan agar kejahatan seperti pencurian 
khususnya yang dilakukan oleh anak bisa berkurang. 
Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut 
Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak 
yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. 
Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan anak, perlindungan 
bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakasanakan melalui: 
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1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat 
dan hak-hak anak; 
2. Penyediaan sarana dan prasarana khusus; 
3. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini; 
4. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap 
perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; 
5. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan 
orang tua atau keluarga. 
 
Karena setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan 
dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental 
dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang. Pembinaan dan 
perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku kejahatan anak, kerap 
disebut sebagai “anak nakal”. Anak yang melakukan kejahatan, dalam 
hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (angka 1) UU No. 3 
tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ialah orang yang telah mencapai 
8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum perrnah kawin. 
Sementara itu dari perspektif ilmu pemidanaan, meyakini penjatuhan 
pidana terhadap anak nakal cenderung merugikan perkembangan jiwa 
anak di masa mendatang. 
Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera 
diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan meningkatnya kualitas 
maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum 
maupun pelanggaran ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku 
usia muda atau dengan kata lain meningkatnya perilaku menyimpang 
yang dilakukan oleh anak sudah mengarah kepada tindakan kriminal, 
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mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan 
penggulangan serta penanganannya. 
Usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut bukan 
hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan 
peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dimana 
penyelesaian masalah tersebut harus selalu mengacu pada 
pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak. Perlindungan 
anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana 
setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. 
Maka dari masalah-masalah dikemukakan di atas, penulis ingin 
membahas mengenai penyebab anak melakukan pencurian serta 
bagaimana pencegahan dan penanggulang dari penegak hukum 
dengan judul “Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan 
Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Banggai 
Tahun 2010-2012” 
B. Rumusan Masalah 
1. Apakah faktor-faktor penyebab anak melakukan kejahatan 
pencurian? 
2. Bagaimana upaya yang dilakukan penegak hukum untuk 






C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan 
kejahatan pencurian. 
b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penegak hukum untuk 
mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian yang 
dilakukan  oleh anak. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat teoritis, memberikan sumbangsih terhadap pengetahan 
ilmu hukum mengenai delinkuensi khususnya yang terkait 
dengan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak. 
b. Manfaat praktik, memberikan bahan masukan bagi aparat 
penegak hukum dan praktisi hukum dalam praktik, agar aparat 
penegak hukum dan praktisi hukum dapat memaksimalkan 
upaya penanggulangan restorative justice yang digunakan 
sekarang serta memikirkan upaya-upaya penanggulangan 










A. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Nama Kriminologi pertama kali 
digunakan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi 
Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crime yang 
berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka 
kriminologi dapat berarti ilmu tantang kejahatan. (A. S. Alam, 2010:1) 
Bonger (Muliadi Mus, 2004 : 6-8), mengemukakan bahwa : 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”. 
Lebih lanjut beliau membagi kriminologi menjadi kriminologi 
murni yang mencakup : 
1. Antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia 
yang jahat (somatis). 
2. Sosial kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
sebagai suatu gejala masyarakat. 
3. Psikologi kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
dipandang dari sudut jiwanya. 
4. Psikopatologi dan neuropatologi kriminil ialah ilmu pengetahuan 
tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syarafnya. 
5. Penologi ialah ilmu pengetahuan tentang timbul dan 
berkembangnya hukuman. 
 
Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa : 




2. Politik Kriminil adalah usaha penanggulangan kejahatan dimana 
suatu kejahatan telah terjadi. 
3. Kriminalistik adalah (police scientific) adalah merupakan ilmu 
pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan tehnik kejahatan 
dan pengusutan kejahatan. 
 
Menurut Wood (Abdussalam,2007:5 ), bahwa kriminologi secara 
ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :  
a. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai 
masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum 
Pidana dan Acara Hukum Pidana.  
b. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai 
masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi 
dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.  
c. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai 
masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu 
kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.  
 
Selanjutnya J. M. Van Bammelen (Muliadi Mus, 2004:8), 
mengemukakan bahwa “kriminologi sesungguhnya adalah suatu ilmu 
pengetahuan yang mencoba mencari sebab-sebab yang merugikan 
asusila”. 
Nonch dan Grat Van Heuvel (Muliadi Mus, 2004:8-9), secara 
berturut-turut mengemukakan pengertian kriminologi yang diberikan 
oleh beberapa sarjana Barat antara lain : 
1. Sutherland, merumuskan kriminolgi “sebagai keseluruhan 
ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat 
sebagai gejala sosial, termasuk dalam bidang kriminologi 
adalah bentuk undang-undang, pelanggaran terhadap 
undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran itu”. 
2. Michael dan Adler, merumuskan kriminologi “sebagai 
keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat 
daripada penjahat lingkungan mereka dan secara resmi 
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diperlukan oleh lembaga-lembaga penertiban masyarakat 
dan oleh anggota masyarakat”. 
3. Wood, berpendapat bahwa “istilah kriminologi meliputi 
keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori 
atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat 
dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat 
terhadap perbuatan jahat dan para penjahat”. 
4. Sellin, merumuskan kriminologi “sebagai ajaran rill, yaitu baik 
fisik maupun psikis dari gejala perbuatan jahat”. 
5. Saver, mengartikan kriminologi “sebagai ilmu pengetahuan 
tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan 
bangsa-bangsa berbudaya, sasaran penelitian kriminologi, 
pertama-tama kriminalitas sebagai gejala dalam hidup 
seseorang (perbuatan dan pelaku), kedua, kriminalitas 
dalam hidup dan berbangsa”. 
6. Constant, memandang kriminologi “sebagai ilmu 
pengetahuan empirik yang bertujuan menentukan faktor-
faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan 
penjahat (etiologi). Untuk itu diperhatikan faktor-faktor sosial 
dan ekonomi maupun faktor individual dan psikologis”. 
7. Vrijj, merumuskan kriminologi “sebagai ilmu pengetahuan 
yang mempelajari perbuatan-perbuatan apakah perbuatan 
jahat itu, tetap selanjutnya mengenai sebab dan akibat-
akibat”. 
 
Wood (Abd. Salam,2007:5), merumuskan definisi kriminologi 
bahwa:  
“Sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan 
perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat 
dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela” 
 
Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan 
oleh para ahli dan pakar hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa yang dimaksud dengan kriminologi adalah ilmu yang 
mempelajari faktor-faktor pendorong kejahatan, perkembangan serta 





1. Pengertian Kejahatan 
Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from the legal 
point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini addalah 
setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun 
jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di 
dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai 
perbuatan yang bukan kejahatan. 
Sutherland ( A.S Alam, 2010:16) berpendapat bahwa 
Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law No 
matter what the degree of immortality reprehensibility or indency of 
an act it is not a crime unless it is prohibited by the criminal law. 
Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang 
melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita 
tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri sangat 
jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, 
dan lain-lainnya. 
Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from the 
sociological point if view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini 
adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih 
hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seorang muslim 
meminum minuman keras ampai mabuk, perbuatan itu merupakan 
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dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun 
dari sudut pandang hukum bukan kejahatan. 
Kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari 
adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang 
dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, 
penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia. Hal ini 
sejalan dengan yang dikemukakan Rusli Effendy ( 1986:1 ) 
Kejahatan adalah delik hukum (Rechts delicten) yaitu 
perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan 
dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi 
dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan 
tata hukum. 
Moeliono ( Soedjono Dirdjosisworo, 1983:3 ) merumuskan 
sebagai berikut :  
Kejahatan adalah pelanggaran terhadap norma hukum 
yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan 
yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh 
dibiarkan. 
 
Menurut M. A. Elliat ( Gumilang, 1993: 4) mengemukakan 
bahwa:  
“Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat 
modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar 
hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati 
dan hukuman denda dan lain-lain.” 
 
Menurut Bonger (A. Gumilang, 1993: 4) bahwa:  
“Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara 
sadar mendapat reaksi dari Negara merupakan 
pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap 




Menurut Plato (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2001:11) “emas, manusia adalah sumber dari banyak kejahatan”.  
Selanjutnya menurut Aristoteles (Topo Santoso dan Eva 
Achjani ulfa, 2001 : 11) menyatakan bahwa:  
“kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, 
kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa 
yang diperlukan untuk hidup, tetapi kemewahan”.  
 
Sementara Thomas Aquino (Topo Santoso dan Eva Achjani 
Zulfa, 2001 : 11) menyatakan bahwa :  
“pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang 
hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaan 
nya, jika suatu kali jatuh miskin, maka akan menjadi 
pencuri”. 
 
W.A. Bonger (1982 : 21)  
“Kejahatan adalah perbuatan yang anti social yang oleh 
Negara ditentang dengan sadar dengan penjatuhan 
hukuman”. 
 
Menurut Wirjono Projo (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2001 : 11) :  
“Kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma sebagai 
unsur pokok kesatu dari hukum pidana”.  
 
Menurut Richard Quinney (Topo Santoso dan Eva Achjani 
Zulfa, 2001 : 11):  
 
Definisi tentang tindak kejahatan (perilaku yg melanggar 
hukum) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para 
pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang 
terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku 
yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga warga 




Dalam rumusan Paul Mudigdo Moeliono (Topo Santoso dan 
Eva Achjani Zulfa, 2001:11) :  
 
“Kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan 
palanggaran norma, yang dirasakan merugikan, 
menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan 
selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga 
batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa 
yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, 
yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, 
kebiasaan, dan adat istiadat. 
 
Selanjutnya Bonger (A. S. Alam,2010: 21) membagi 
kejahatan berdasar motif pelakunya sebagai berikut:  
1. Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya 
penyelendupan  
2. Kejahatan Seksual (sexual crime), misalnya perbuatan zinah  
3. Kejahatan politik (political crime), misalnya pemberontakan 
PKI  
4. Kejahatan lain-lain (miscelianeauos crime), misalnya 
penganiayaan  
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka kejahatan 
dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi yuridis dan dari segi 
sosiologis. Secara yuridis, kejahatan merupakan segala tingkah 
laku atau perbuatan manusia yang dapat dipidana sesuai dengan 
aturan hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan 




2. Unsur-unsur Pokok Kejahatan 
Menurut A. S. Alam (2010: 18-19) untuk menyebut sesuatu 
perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling 
berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah: 
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian;  
2. Kerugian tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP);  
3. Harus ada perbuatan;  
4. Harus ada maksud jahat;  
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;  
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam 
KUHP dengan perbuatan;  
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.  
3. Klasifiksai Kejahatan 
Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan 
berdasarkan beberapa pertimbangan:  
Menurut Bonger (A. S. Alam 2010: 21) membagi kejahatan 
berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:  
1. Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya 
penyelundupan.  
2. Kejahatan seksual (sexual crime), misalnya perbuatan zinah.  




4. Kejahatan lain-lain (miscelianeaus crime), misalnya 
penganiayaan.  
Sedangkan menurut A. S. Alam (2010: 21-23) membagi 
kejahatan berdasarkan berat atau ringan ancaman pidananya:  
1. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam 
buku ke-II (dua) KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian,dll. 
Golongan inilah dalam bahasa Inggris disebut felony. 
Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana 
mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.  
2. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam 
buku ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi di depan persidangan 
memakai jimat pada waktu ia harus member keterangan 
dengan bersumpah, dihukum dengan kurungan selama-
lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa 
Inggris disebut misdemeanor. Ancaman hukumannya 
biasanya hukuman denda saja.  
C.  Pengertian Kejahatan Pencurian 
Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana istilah yang 
digunakan atau yang dipakai adalah sangat penting. Perbedaan sudut 
pandang atau pemahaman akan penggunaan istilah sering 
menimbulkan pertentangan atau perbedaan pendapat.  
Mengingat akan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk 
menguraikan istilah-istilah yang digunakan sebagai suatu batasan atau 
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definisi operasional yang dikemukakan oleh ahli hukum terkenal atau 
badan-badan tertentu yang telah banyak dipakai dan diikuti oleh 
sarjana-sarjana lain, baik yang berkecimpung di bidang hukum 
maupun di luar bidang hukum.  
Dan berbagai literatur yang ada, penulis belum menemukan 
suatu definisi mengenai pencurian. Hal ini disebabkan oleh sangat 
luasnya hal-hal yang dicakup karena adanya pengklasifikasian 
pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan 
Pasal 367 KUHP.  
Khususnya dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari 
kata curi yang mendapat awalan pe, dan akhiran an. (W.J.S. 
Poerwadarminta, 1976:217) menyatakan bahwa arti kata curi adalah 
sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah 
atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak 
dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. 
D. Jenis-Jenis Kejahatan Pencurian 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatur secara 
yuridis Pasal-Pasal yang menyagkut kejahatan atau tindak pidana 
pencurian mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 pada XXII 
Buku II KUHP. 
Tindak pidana pencurian yang diatur mulai Pasal 362 sampai 




a) Pencurian biasa 
Pencurian biasa menurut Pasal 362 KUHP merupakan 
bentuk dasar pencurian, dan untuk lebih mengetahui apakah 
suatu pencurian tergolong kedalam pencurian biasa atau bukan 
perlu diperhatikan unsur-unsurnya. 
Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut : 
1) Harus ada perbuatan mengambil 
2) Yang diambil harus sesuatu barang 
3) Barang itu harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan 
orang lain 
4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud 
memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan 
hak). 
Perbuatan mengambil ialah dengan sengaja 
menempatkan barang tersebut didalam kekuasaannya, artinya 
pada waktu itu ia mengambil barang tersebut belum ada dalam 
kekuasaannya. Perbuatan mengambil tersebut baru dapat 
dikatakan selesai apabila barang itu telah berada dalam 
kekuasaannya. Suatu barang artinya barang yang berwujud 





b) Pencurian Berat 
Pencurian berat yaitu sebagai suatu pencurian dengan 
cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari 
itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, 
yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari 
pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Mengenai hal 
ini pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan:  
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:  
1. pencurian ternak; 
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir 
gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal 
karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-
hara, pemberontakan atau bahaya perang;  
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang 
dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui 
atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;  
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih: 
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan 
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang 
diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau 
memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, 
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 
(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai 
dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka 




c) Pencurian ringan 
Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-
unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang 
karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), 
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ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini 
diatur dalam ketentuan pasal 364 KUHP. 
R. Soesilo (1988 : 252-253) memberikan komentar 
tentang pencurian ringan sebagai berikut : 
1) Pencurian biasa asal harganya barang yang dicuri tidak lebih 
dari dua ratus lima puluh rupiah. 
2) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga 
barang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dan 
3) Pencurian dengan maksud ketempat barang yang 
diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan 
sebagainya jika ; 
a) Harga tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. 
b) Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup 
yang ada rumahnya. 
 
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa batas pencurian 
ringan adalah hanya barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus 
lima puluh rupiah dan tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tetutup yang ada rumahnya. 
d) Pencurian dengan kekerasan, diatur dalam Pasal 365 KUHP 
yang dirumuskan sebagai berikut : 
1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun 
dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang 
lain, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan 
pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya 
ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut 
melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya 
barang yang dicuri supaya tetap ditangani. 




a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem 
yang sedang berjalan ; 
b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih 
dengan bersekutu ; 
c) Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan 
merusak atau memanjat atau dengan memakai anak 
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; 
d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat ; 
3) Jika perbuatan yang menyebabkan kematian maka diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh 
tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau 
kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan 
dalam no. 1 dan 3. 
 
e) Pencurian dalam kalangan keluarga 
Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 
367 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut : 
1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang 
diterangkan dalam bab ini, ada suami (istri) orang yang kena 
kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan atau tempat 
tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau 
pembantu itu tidak dapat dituntut hukum. 
2) Jika suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan, 
tempat tidur atau harta benda, baik dalam keturunan yang 
lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat 
yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan 
penuntut, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan 
kejahatan itu. 
3) Jika menuntut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak, 
dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka 
ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu. 
(KUHP 55 s, 72 s, 99, 370, 376, 394, 404, 141). 
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Di dalam Pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa antara 
pelaku dan korban terdapat hubungan yang masih utuh, jadi 
hubungan suami istri dalam hal ini tidak dapat dilakukan 
penuntutan terhadap pelaku yang bersangkutan. Akan tetapi 
apabila hubungan itu sudah tidak utuh lagi dalam arti telah 
terjadi pemisahan meja dan tempat tidur antara suami dan istri 
menurut KUH Perdata, maka dapat dilakukan penuntutan 
terhadap pelaku. 
Dengan rumusan Pasal 367 KUHP tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa ada dua ketentuan utama yang diatur yaitu : 
1) Ditiadakannya penuntutan pidana, jika pencurian adalah 
suami atau istri yang masih terikat sepenuhnya dalam 
perkawinan dengan yang kecurian. 
2) Ditentukannya pencurian keluarga sebagai delik aduan 
relatif, jika pencuri adalah : 
a) Suami atau istri yang tidak terpisah meja makan dan 
tempat tidur atau terpisah harta benda menurut BW. 
b) Keluarga sedarah dalam garis lurus atau dari yang 
menyimpang sampai derajat kedua atau 
c) Keluarga semenda dalam garis lurus atau menyimpang 
sampai derajat kedua. 
Ketentuan yang tersebut pada nomor satu tidak dapat 
dilakukan penuntutan karena dalam BW dikenal lembaga harta 
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bersama sebagaimana yang dikenal dalam hukum dengan gono 
gini (jawa) bali reso (Bugis) cakkarak (bugis makassar), 
sehingga harta kekayaan keluarga merupakan harta kekayaan 
bersama, dan pemilikan ini sangat khusus sifatnya berdasarkan 
alam kesusilaan. 
Oleh karena itu maka sulit untuk menetapkan barang-
barang milik suami dan barang-barang milik istri sudah bercerai 
sedangkan harta belum terpisah, maka kalau salah seorang 
(suami atau istri) mengambil seluruhnya barang itu maka terjadi 
pencurian, karena barang itu sebagian milik orang lain. 
Pada ketentuan nomor dua diatas, jika suami istri yang 
terpisah meja dan tempat tidur menurut KUH Perdata atau 
terpisah kakayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau 
semendah dalam garis lurus atau garis samping sampai derajat 
kedua hanya dapat dituntut kalau ada pengaduan, tanpa ada 
pengaduan, maka tidak dapat diadakan penuntutan, sekalipun 
perbuatan itu masuk delik pencurian. 
Pada prinsipnya jika terjadi delik pencurian maka polisi, 
kejaksaan dan pengadilan, tanpa permintaan dari sanksi korban 
itu, segera bertindak sesuai dengan fungsi masing-masing 
dalam melakukan pemeriksaan, penuntutan dan menjatuhkan 
hukuman kepada orang yang terbukti melakukan pencurian. 
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Jika terjadii pencurian dalam keluarga tersebut diatas hanya 
dapat dituntut atas pengaduan dari keluarga sendiri. Delik 
semacam ini disebut delik aduan. 
Delik aduan dapat dibedakan atas dua bagian yaitu : 
1) Delik aduan mutlak adalah delik aduan yang dalam keadaan 
apapun juga, hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari yang 
dirugikan seperti Pasal 310 c, 319 KUHP dan Pasal 284, 287, 
332, dan 352 (2) KUHP. 
2) Delik aduan relatif adalah delik aduan yang dapat dilakukan 
penyidikan walau belum ada pengaduan, tetap tidak dituntut jika 
tidak ada pengaduan dari tertentu yang dirugikan, seperti dalam 
Pasal 367, 371, 376, dan 394 KUHP. 
Dari uraian tentang unsur-unsur delik dapat dinyatakan 
sebagai berikut: 
1) Perbuatan itu mencocoki rumusan delik (Undang-
Undang); 
2) Perbuatan melawan hukum ;Tidak ada dasar pemaaf ; 
3) Adanya kesalahan yang berupa dolus dan culpa ; 
4) Tidak ada dasar pembenar. 
E. Pengertian anak 
Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 
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3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Berbagai 
peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak. 
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang 
No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 
umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “ 
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu : 
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 
 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang 
berkonflik dengan hukum, yaitu : 
“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya 
disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
diduga melakukan tindak pidana.” 
 
Kemudian menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menjelaskan tentang 
pengertian anak yaitu sebagai berikut: 
“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 
(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak 





Pengertian anak menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) adalah orang yang belum dewasa apabila 
seseorang tersebut belum berumur 16 (enam belas) tahun. 
Sedangkan menurut Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata pengertian anak yaitu sebagai berikut: 
“Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut 
umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut 
telah menikah sebelum umur 21 tahun”. 
 
Menurut uraian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa, 
anak adalah seseorang yang masih muda usianya dan masih sedang 
menentukan identitasnya, sehingga berakibat mudah terpengaruh oleh 
lingkungan sekitarnya. 
F. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Di dalam kriminilogi dikenal adanya beberapa teori yang dapat 
dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang 
berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya 
berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan 
dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal 
tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori 
dengan teori lainnya.  
Teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut :  
1. Teori Klasik  
Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-
19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan 
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psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan 
manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak 
senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana 
yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan 
mana yang tidak.  
Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:5) bahwa :  
“Setiap orang yang melanggar hukum telah 
memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang 
diperoleh dari perbuatan tersebut. That the act which I do 
the ct wich I think will give me most pleasure”.  
Lebih lanjut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:21) 
menyatakan bahwa :  
“Semua orang yang melanggar UU tertentu harus 
menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, 
kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan 
keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhakan 
harus sedemikian beratnya‟.  
 
Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman 
yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan 
sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud 
pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan 
kekuasaan hukuman.  
Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman 
yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama yanpa 
memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa 
memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa 
tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.  
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2. Teori Neo Klasik  
Teori neo kalsik ini sebenarnya merupakan revisi atau 
perubahan teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak 
menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat 
manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu 
bahwa manusia mahluk yang mempunyai rasio yang berkehendak 
bebas karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya 
dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.  
Ciri khas teori neo-klasik (Made Darma Weda, 1996:30) 
adalah sebagai berikut :  
a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas, 
kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh :  
1. Patologi, ketidak mampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-
lain. Keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan 
kehendak bebasnya.  
2. Premiditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan 
kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang 
aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali 
harus dianggap lebih bebas untuk memilh daripada residivis 
yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh 
karenanya harus dihukum dengan berat.  
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b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat 
berupa fisik (cuaca, mekanis, dan seb againya). Keadaan- keadaan 
lingkungannya atau keadaan mental dan individu.  
c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan 
perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. 
Sebab-sebab utama untuk mempertanggung jawabkan seseorang 
untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain 
yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada 
waktu melakukan kejahatan.  
d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan 
untuk menentuakn besarnya tanggung jawab, untuk menentukan 
apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang 
salah.  
Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik, tampak bahwa teori neo-
klasik menggambarkan ditinggalkannya kekutan yang supra-natural, 
yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing 
terbentuknya pelaksanaan Hukum Pidana. Dengan demikian teori-teori 
neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik 
terhadap prilaku/tingkah laku manusia.  
Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai 
oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai 
mahluk yang berkehendak sendiri, yang berkehendak atas dasar rasio 
dan intelegensiadan karena itu bertanggung jawab atas kelakuannya.  
29 
 
3. Teori Kartografi/geografi  
Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini 
mulai berkembang pada tahun 1830 – 1880 M. Teori ini sering pula 
disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini 
adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara 
geografis maupun secara sosial.  
Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-
kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul 
di sebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.  
4. Teori Sosialis  
Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para 
tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, 
yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para 
tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan 
ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Berdasarakan 
pendapat tersebut diatas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah 
diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain 
kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi 
terjadinya kejahatan. 
5. Teori Tipologis  
Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut 
dengan teori tipologis atau byo-tipologis. Keempat aliran tersebut 
mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai 
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asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dan orang yang 
tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut :  
a. Teori Lombroso/mazhab Antropologis  
Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut 
Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak 
lahir (criminal is born). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas 
seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana 
sangat berbeda dengan manusia lainnya.  
Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh 
Lombroso (Made Darma Weda, 1996:16) yaitu : 
1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang 
berbeda;  
2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti : 
tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang 
panjang,hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, 
dan tahan terhadap rasa sakit;  
3) Tanda-tanda lahiriah ini bukn penyebab kejahatan tetapi 
merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung 
mempunyai prilaku kriminal; 
4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat 
terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila 
lingkungan dan kesempatan yang tidak memungkinkan;  
5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa, penjahat 
seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat 
dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.  
 
Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik 
dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan 
kemudian membantah teori Tarde tentang theory of imitation (Le lois 
de’l imitation).  
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Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat 
penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring menarik 
kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut 
sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah 
untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.  
Menurut Goring (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa :  
“Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia 
mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, 
kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut 
melakukan kejahatan”.  
 
Dengan demikian Goring dalam mencari kuasa kejahatan 
kembali pada factor psikologis, sedangakan faktor lingkungan sangat 
kecil pengaruhnya terhadap seseorang. 
b. Teori Mental Tester  
Teori Mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori 
Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental 
untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat 
Menurut Goddard (Made Darma Weda, 1996:8) bahwa :  
“Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, 
karena otaknya orang yang otaknya lemah tidak dapat 
menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat 
pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau 
menangkap serta menilai arti hukum”.  
 
Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang 
kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan 




c. Teori Sosiologis  
Dalam member kuasa kejahatan, teori sosiologis merupakan 
aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan 
secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografi dan 
sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan 
social (crime as a function of social environment).  
Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan 
jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan 
social. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak 
berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang 
baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang 
tersebut meniru keadaan sekelilingnya.  
6. Teori Lingkungan 
Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab perancis. Menurut 
teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh 
faktor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, 
social, budaya, pertahanan keamanan termasuk pertahanan dengan 
dunia luar, serta penemuan teknologi.  
Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-
buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya 
ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.  
Menurut Tarde (Made Darma Weda, 1996:20) bahwa : 
“Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation”.  
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Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan 
kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.  
7. Teori Biososiologis  
Teori dari aliran ini adalah A. D. Prins, Van Humel, D. Simons 
dan lain-lain. Aliran biososiologis ini sebenarnya merupakan 
perpaduan dari aliran Antropologi dan aliran Sosiologis, oleh karena 
ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena 
faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga 
karena faktor lingkungan.  
Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh 
sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, 
intelek, tempramen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan 
lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu 
meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, 
tingkat peradaban dan keadaan politik suatu Negara misalnya 
meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi 
siding MPR. 
8. Teori NKK  
Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba 
menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini 
sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi 
kejahatan di masyrakat.  
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Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah kerena 
adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat 
tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu 
pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka 
tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan. 
G. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh berbagai pihak 
dalam menanggulangi kejahatan dalam masyarakat. Mengingat 
kejahatan disebabkan oleh berbagai faktor, maka upaya 
penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara terpadu oleh 
pemerintah melalui lembaga penegak hukum seperti kepolisian, 
kejaksaan, kehakiman dan masyarakat. Upaya ini adalah merupakan 
bentuk kepedulian terhadap penanggulangan kejahatan/kenakalan. 
Dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan, maka 
cara penanggulangannya dapat ditempuh dengan tiga cara, yaitu : 
1. Tindakan Pre-Emtif 
Upaya pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan 
oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pidana. Usaha-
usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara 
Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik 
sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. 
Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 
kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal 
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tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-
Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 
2. Tindakan preventif. 
Upaya-upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut 
dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan 
sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan 
adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 
3. Tindakan represif. 
Tindakan ini berupa penindakan setelah kejahatan 
dilakukan.Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi diseluruh 
negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk 
dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangku 
pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti 
norma agama, moral, sosial dan norma hukum. Norma hukum pada 
umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang 
dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, 
terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena 
kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban 
masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak ikut memperhatikan 
masalah ini, terutama dalam usaha penanggulangannya. 
Usaha penanggulangan kejahatan telah ada dan terus 
dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun warga 
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masyarakat karena setiap orang mendambakan bermasyarakat 
yang tenang dan damai.  
Menyadari tingginya tingkat keseriusan dari kejahatan, maka 
secara langsung atau tidak langsung mendorong pula 
perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan 
pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan 
tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut.  
Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat berwujud 
secara formal sebagai sistem peradilan pidana, namun dapat 
berwujud secara informal, antara lain sebagai peran serta 
masyarakat.  
Menurut Hoefnagels (Baharuddin, 2007:16) upaya 
penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:  
a. Criminal application: (penerapan hukum pidana) 
Contohnya: penerapan Pasal 354 KUHP dengan 
hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan 
maupun putusannya. 
b. Preventife without punishment: (pencegahan tanpa 
pidana) 
Contohnya: dengan menerapkan hukum maksimal 
pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung 
memberikan prevensi  (pencegaha) kepada publik 
walaupun ia tidak dikenai hukuman atau shock 
therapy kepada masyarakat. 
c. Influencing views of society on crime and punishment 
(mass media): (mempengaruhi pandangan 
masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 
lewat mass media) 
Contohnya: mensosialisasikan suatu undang-undang 
dengan memberikan gambaran tentang bagaimana 




Dari pandangan tersebut, dapat dikatakan bahwa upaya 
penanggulangan kejahatan dan upaya preventif yaitu sebelum 
terjadinya kejahatan. 
Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu 
kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Kaiser (Baharuddin, 
2007:16)  memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan 
sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai 
tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup kekerasan dari 
suatu pelanggaran baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan 
untuk melakukan kejahatan atau  pun melalui usaha-usaha pemberian 
pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat terjadi pelanggar 
serta kepada masyarakat umum.  
Menurut Gosita (Baharuddin, 2007:17), dalam usaha 
pencegahan kriminalitas, kata pencegahan dapat berarti antara lain 
mengadakan usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan 
pemikiran ini, maka dalam rangka mengubah perilaku kriminal kita 
harus merubah lingkungan (abstrak dan kongkrit) dengan mengurangi 
hal yang mendukung perbuatan kriminal yang ada dan menambah 
risiko yang terkandung pada suatu perbuatan kriminal (tidak 
merehabilitasi si pelaku kriminal). Usaha pencegahan kriminalitas 
bergantung pada aspek perbaikan lingkungan tersebut di atas, 
terutama mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal. Ilmu 
pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan 
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dikembangkan sampai suatu titik dimana perilaku menyimpang yang 
utama dapat diawasi. Nilai sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi 
ada apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan dimana orang dapat 
berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku 
menyimpang (dikuatkan).  
Penanggulangan kejahatan dengan upaya pencegahan 
terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengurangi 
kondusif kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada 
masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung 
atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan 
kejahatan.  
Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan 
sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta 
masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan 
kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-
badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral 
dari masyarakat (Baharuddin, 2007:17).  
Keseluruhan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan 
kejahatan sangat penting mengingat kebijakan perencanaan 
pembangunan yang meliputi yang meliputi berbagai aspek yang cukup 
luas dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu:  
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a. Tidak direncanakan secara rasional atau direncanakan secara 
timpang, tidak memadai atau tidak seimbang.  
b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral, dan  
c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang 
menyeluruh. 
  Peran pemerintah yang begitu luas, maka posisi kunci dan 
strategis dalam menanggulangi kejahatan tersebut, meliputi  
ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, diskriminasi nasional, standar 
hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan diantara golongan 
besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi yang 
menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan 
kejahatan yang mendasar.  
Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha 
pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya 
sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan 
tidak efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga mungkin akan 
mencapai tahap ideal pemenuhan sarana dan prasarana yang 
berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, 
peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan 
menjadi hal yang sangat diharapakan. 
Peran serta masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya. Pada 
umumnya peran serta masyarakat menggambarkan suatu proses 
kerjasama. Bentuk kerjasama tersebut dapat dilakukan antar 
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kelompok, antar kelompok dengan lembaga-lembaga resmi lainnya. 
Masyarakat menganggap kejahatan merupakan bahaya atau ancaman 
bagi kehidupan dan merupakan masalah yang harus dihadapi 
bersama, maka dalam masyarakat yang bersangkutan usaha-usaha 
antisipatif terhadap kemungkinan adanya bahaya atau ancaman 
kejahatan juga akan tinggi. Dengan demikian kegiatan-kegiatan kolektif 
yang berhubungan dengan usaha pencegahan kejahatan akan 
terselenggara dengan baik.  
Guna meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut, diperlukan 
pula adanya pembinaan terhadap kelompok-kelompok sosial yang 
berdasarkan profesi kepentingan dan hobi,  misalnya organisasi sosial, 












METODE  PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kepolisian Resort Banggai dan 
di Pengadilan Negeri Luwuk serta pihak-pihak yang terkait dengan 
penelitian ini yang ada di Kabupaten Banggai. 
Alasan pemilihan lokasi tersebut karena lokasi yang penulis pilih 
berhubungan langsung dengan masalah yang penulis bahas dalam 
penelitian ini. 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas 
dua, yakni: 
1. Teknik wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung 
melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 
disiapkan dan melakukan wawancara untuk memperoleh data dan 
informasi yang diperlukan; 
2. Teknik studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 
membaca dan menelaah berbagai literature yang meliputi peraturan 
perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan dokumen lain yang 




C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer, yaitu hasil wawancara dengan pihak Satuan Reserse 
Kriminal Polres Banggai dan pihak Pengadilan Negeri Luwuk. 
2. Data Sekunder, yaitu perundang-undangan di bidang pidana, yaitu 
KUHP, buku-buku, jurnal-jurnal hukum serta sumber lain yang 
berkaitan dengan tinjauan kriminologis terhadap pencurian yang 
dilakukan oleh anak. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Bahan hukum primer berupa hasil penelitian di Satuan Reserse 
Kriminal Polres Banggai dan pihak Pengadilan Negeri Luwuk. 
b. Bahan hukum sekunder berupa perundang-undangan di bidang 
pidana, yaitu KUHP, buku-buku, jurnal-jurnal hukum serta sumber 
lain yang berkaitan dengan tinjauan kriminologis terhadap 
pencurian yang dilakukan oleh anak. 
D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya 
kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis 
kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data 
tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data 
tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan 
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berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian 
meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah 
























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Yang 
Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Banggai 
Setelah melakukan penelitian di beberapa tempat yang di 
anggap merupakan lembaga-lembaga terkait dengan judul skripsi ini, 
penulis akan mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya 
kejahatan pencurian yang dilakukan atau yang melibatkan anak 
sebagai pelaku di Kabupaten Banggai. 
Dalam judul skripsi yang penulis ajukan ini, sudah tentu akan 
timbul pertanyaan, mengapa anak yang tergolong masih polos dan 
memiliki tingkat kecerdasan yang belum setara dengan orang dewasa 
mampu terlibat dan bahkan mampu melakukan tindak kejahatan ini. 
Anak yang pada umumnya masih memiliki pola fikir yang sederhana 
bagaimana mungkin mampu merencanakan suatu perbuatan untuk 
mengambil barang milik orang lain. Maka dari itu, penulis akan 
mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan 
hasil penelitian yang telah dilakukan dibeberapa tempat.  
Untuk mengetahui tingkat pencurian di Kabupaten Banggai, 
berikut penulis menguraikan data kejahatan pencurian yang terurai 




Tabel 1 Data Kejahatan Pencurian dari Polres Kabupaten Banggai, 
Tahun 2010 sampai Tahun 2012 
NO JENIS PENCURIAN 
TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 
L S L S L S 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Pencuri Biasa 216 182 144 78 145 53 
2 Pencurian Berat 111 73 74 20 66 19 
3 Pencurian Ringan - - - - 1 1 
4 Pencurian dengan kekerasan 13 4 3 3 2 1 
5 Pencurian dalam keluarga 6 3 3 3 3 3 
JUMLAH TOTAL 346 262 224 104 217 77 
Sumber: Polres Banggai 2014 
Keterangan: 
L = Lapor 
S = Selesai 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukan pencurian biasa adalah 
yang dominan terjadi dari kelima kejahatan pencurian yakni pencurian 
biasa, pencurian berat, pencurian ringan, pencurian dengan 
kekerasan, dan pencurian dalam keluarga. Total kejahatan pencurian 
yang sering terjadi di Kabupaten Banggai selama 3 tahun terakhir 
(2010-1012) sebanyak 787 kasus, 64,17% adalah pencurian biasa 
dengan jumlah 505 kasus, 31,89% adalah pencurian berat dengan 
jumlah 251 kasus, 0,13% adalah pencurian ringan dengan jumlah 
kasus 1, 2,29% adalah pencurian dengan kekerasan dengan jumlah 18 
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kasus, dan 1,52% adalah pencurian dalam keluarga dengan jumlah 12 
kasus. 
Selanjutnya, penulis uraikan data jenis-jenis kejahatan 
pencurian yang dilakukan oleh anak dari data Polres Kabupaten 
Banggai sebagaimana terurai dalam table 2 berikut ini: 
Tabel 2 Data Kejahatan Pencurian yang Dilakukan oleh anak dari 
Polres Kabupaten Banggai, Tahun 2010 sampai tahun 2012. 
NO JENIS PENCURIAN 
TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 
L S L S L S 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Pencuri Biasa - - - - - - 
2 Pencurian Berat 1 1 1 1 1 1 








- - - - - - 
JUMLAH TOTAL 1 1 1 1 1 1 
Sumber: Polres Banggai 2014 
Keterangan: 
L = Lapor 
S = Selesai 
Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan pada tahun 2010 
dilaporkan 1 kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dan 
diselesaikan, pada tahun 2011 dilaporkan 1 kasus pencurian yang 
dilakukan oleh anak dan diselesaikan, serta tahun 2012 dilaporkan 1 
kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dan dapat diselesaikan. 
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Selanjutnya, penulis menguraikan data kejahatan pencurian dari 
Pengadilan Negeri Luwuk di Kabupaten Banggai sebagaimana terurai 
dalam tabel  3 berikut ini: 
 Tabel 3 Data kasus Pencurian yang dilakukan oleh anak di 




Kasus Pencurian yang 
Dilakukan oleh Anak 
1 2010 65 5 
2 2011 48 5 
3 2012 47 6 
JUMLAH 160 16 
Sumber: Pengadilan Negeri Luwuk 2014 
Berdasarkan tabel di atas, diketahui setiap tahunnya pada 
kasus pencurian terdapat diantaranya kasus pencurian yang dilakukan 
oleh anak. Pada tahun 2010 terdapat 5 kasus pencurian yang 
dilakukan oleh anak  dari 65 kasus pencurian. Pada tahun 2011 
terdapat 5 kasus pencurian yang dilakukan oleh anaka dari 48 kasus 
pencurian. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan dengan 6 kasus 
pencurian yang dilakukan oleh anak dari 47 kasus pencurian. 
Selanjutnya penulis menguraikan data pelaku pencurian di 
Kabupaten Banggai. Berdasarkan umur, data pelaku pencurian yang 




Tabel 4 Data kasus pencurian yang dilakukan oleh anak menurut 




12 13 14 15 16 17 
1 2010 - - 1 1 1 2 5 
2 2011 - - - 1 2 2 5 
3 2012 - - 1 - 2 3 6 
Jumlah - - 2 2 5 7 16 
Sumber: Pengadilan Negeri Luwuk 2014 
Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pelaku anak yang 
paling banyak melekukan pencurian adalah anak yang telah berumur 
17 tahun. Dengan jumlah kasus pencurian yang dilakukan oleh anak 
17 tahun sebanyak 7 kasus atau 43,75%, jumlah kasus pencurian 
yang dilakukan oleh anak 16 tahun sebanyak 5 kasus atau 31,25%, 
jumlah kasus pencurian yang dilakukan oleh anak 15 tahun sebanyak 
2 kasus atau 12,5%, jumlah kasus pencurian yang dilakukan oleh anak 
14 tahun sebanyak 2 kasus atau 12,5%, dan jumlah kasus pencurian 
yang dilakukan oleh anak berumur 12 tahun dan 13 tahun pada tahun 
2010 sampai dengan tahun 2012 tidak ada atau 0%. 
Selanjutnya, penulis uraikan data jenis-jenis kejahatan 
pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Banggai 





Tabel 5 Data kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak pada 




Pencurian Yang Dilakukan oleh Anak 





1 2010 5 1 3 - 1 - 
2 2011 5 - 5 - - - 
3 2012 6 2 4 - - - 
JUMLAH 16 3 12 - 1 - 
Sumber: Pengadilan Negeri Luwuk 2014 
Berdasarkan tabel di atas, pencurian berat menempati kejahatan 
yang paling sering terjadi diantara jenis pencurian lainnya yang 
dilakukan oleh anak. Pencurian berat dengan jumlah 12 kasus atau 
75%, pencurian biasa dengan jumlah 3 kasus atau 18,75%, pencurian 
dengan kekerasan dengan jumlah 1 kasus atau 6,25%, dan pencurian 
ringan dan pencurian dalam keluarga dengan jumlah 0 kasus atau 0%. 
Dengan berdasar pada data di atas (tabel 5), Penulis  dapat 
menarik kesimpulan bahwa pencurian berat menempati kejahatan 
yang paling sering dilakukan oleh anak diantara jenis pencurian 
lainnya. 
Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan terdapat 
beberapa faktor yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadinya 
kejahatan tersebut. Adapun beberapa faktor penyebab anak 




1. Faktor Lingkungan 
Dalam kehidupan keseharian seseorang tidak akan terlepas 
dari lingkungan yang ada disekitarnya. Dimana adanya ambisi-
ambisi yang besar pada pada diri seseorang anak mengingat rasa 
ingin memiliki anak yang cukup tinggi dari orang dewasa secara 
umumnya, melihat anak-anak sebayanya yang memiliki suatu 
barang yang cukup mahal memunculkan rasa ingin memiliki barang 
itu juga, padahal mereka atau orang tua mereka tidak mampu untuk 
memilikinya sehingga dengan ambisi anak tersebut mereka 
kemudian mencari cara untuk memilikinya juga meskipun dengan 
cara mencuri uang atau mencuri barang tersebut.  
Ada juga permasalahan lingkungan lain seperti pergaulan 
yang salah anak yang awalnya berperilaku baik bergaul 
dilingkungan yang salah yang akhirnya mengakibatkan mereka 
terjerumus dalam kejahatan khususnya kejahatan pencurian. 
Mereka melakukan kejahatan ini untuk bersenang-senang 
menikmati hasil dari apa yang mereka curi. Misalnya mabuk-
mabukan, obat-obatan dan sebagainya. 
2. Faktor Keluarga 
Perhatian orang tua terhadap anak sangat perlu untuk 
metode pertumbuhan sikap,perilaku dan psikologis anak. Selain 
pengajar atau guru di sekolah yang mendidik anak untuk 
berkelakuan baik, orang tua di rumah juga turut aktif untuk 
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membantu berkelakuan baik, karena waktu anak di sekolah hanya 
sedikit.  
Kurangnya perhatian orang tua kepada anak bisa saja 
merubah sikap dan perilaku anak tersebut, bisa saja mereka 
melakukan keinginan mereka meskipun dengan cara yang 
bertentangan dengan kebaikan dikarenakan sangat lemahnya 
pengawasan dari orang tua termasuk melakukan kejahatan 
pencurian. 
Menurut IPDA. Haryadi, S.H. selaku Kanit IV Sat Reskrim 
Polres Banggai, pencurian yang dilakukan oleh anak  (wawancara, 
22 Januari 2014) mengatakan bahwa : 
Penyebab anak melakukan pencurian diakibatkan oleh 
kurangnya pengawasan dari kedua orang tua atau keluarga 
yang mengalami broken home 
 
3. Faktor Ekonomi. 
Berdasarkan pengamatan, memperlihatkan bahwa salah 
satu faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian khususnya 
kejahatan pencurianyang dilakukan oleh anak  di Kabupaten 
Banggai adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dimaksud 
dalam hal ini khususnya adalah kemiskinan. 
Kemiskinan pada dasarnya juga dapat menyebabkan 
timbulnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten 
Banggai disebabkan oleh kebutuhan anak yang semakin hari 
semakin kompleks atau beragam sedangkan orang tua miskin tidak 
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mampu memenuhi kebutuhan anak mereka sehari-harinya dengan 
wajar, maka biasanya jalan yang paling mudah dilakukan oleh anak 
adalah melakukan jalan pintas atau tindakan yang bertentangan 
dengan norma-norma, baik itu norma agama, maupun norma-
norma sosial lainnya khususnya norma hukum, salah satunya 
adalah dengan melakukan kejahatan khususnya kejahatan 
pencurian. 
Menurut IPDA. Haryadi, S.H. selaku Kanit IV Sat Reskrim 
Polres Banggai, pencurian yang dilakukan oleh anak  (wawancara, 
22 Januari 2014) mengatakan bahwa : 
Pada umumnya anak sebagai pelaku melakukan kejahatan 
pencurian  dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dimana mereka 
bermaksud untuk memenuhi kebutuhan pokok dan 
kebutuhan lain seorang anak yang ingin handphone, motor, 
dan lain-lain. 
 
Jadi disini faktor ekonomi mempunyai hubungan erat dengan 
status pekerjaan orang tua seorang anak. Dengan pekerjaan yang 
tidak menentu rasanya sulit untuk membiayai kebutuhan hidup 
sehari-hari. Apalagi jika para orang tua pelaku kejahatan tersebut 
sudah tidak lagi mempunyai pekerjaan tetap, akhirnya seorang 
anak mengambil jalan pintas dengan cara melakukan suatu 






4. Faktor Pendidikan 
Selain faktor ekonomi, faktor pendidikan juga merupakan 
faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan pencurian yang 
dilakukan oleh anak di Kabupaten Banggai. Faktor pendidikan 
sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian 
seseorang anak, dengan kurangnya pendidikan maka 
mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang anak, sehingga 
bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang 
bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang 
berlaku.  
Seseorang anak yang tidak pernah mengecap yang 
namanya bangku sekolah, maka perkembangan jiwa seseorang 
dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga 
dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan 
suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi 
orang lain itu baik. Tapi tindakan yang sering dilakukannya itu 
adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan 
adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk 
watak dan moral seseorang anak, yang mana semua itu di 
dapatkan di dalam dunia pendidikan. Tapi tidak tertutup 
kemungkinan seseorang anak yang melakukan kejahatan tersebut 
adalah anak-anak yang masih mengecap dunia pendidikan. 
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Berdasarkan wawancara (22 Januari 2014) dengan Bripka 
Herman Yoseph selaku banit Sat Reskrim di Polres Banggai, beliau 
mengatakan bahwa pelaku kejahatan khususnya kejahatan 
pencurian yang dilakukan oleh anak yang tidak berpendidikan, 
adapun pelaku yang melakukan pencurian masih berada pada 
tingkat pendidikan SD dan SMP, karena itulah faktor pendidikan 
merupakan faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya 
suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian yang dilakukan 
oleh anak di Kabupaten Banggai. Beliau juga menegaskan bahwa 
perlunya pendidikan yang cukup bagi seseorang agar orang 
tersebut dapat memahami apa konsekuensi dari setiap perbuatan 
yang dilakukannya. 
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian yang Dilakukan oleh 
Anak di Kabupaten Banggai 
Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa 
terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten 
Banggai disebabkan oleh beberapa faktor. Karena itu perlu diadakan 
penanggulangan agar faktor-faktor tersebut dapat dicegah dan 
ditanggulangi. 
Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak ini sangat 
berakibat buruk bagi kehidupan anak yang akan merusak masa depan 
anak sebagai generasi penerus bangsa bukan hanya itu masalah ini 
bisa juga merusak dan membahayakan kehidupan masyarakat 
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misalnya rusaknya moral,hukum, dan agama. Untuk itu masalah ini 
harus ditanggulangi meskipun sangat sulit untuk menangani masalah 
kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak ini. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di 
beberapa instansi terkait, ada beberapa upaya penanggulangan yang 
telah dilakukan guna mencegah dan menanggulangi kejahatan 
pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Banggai. 
1. Upaya Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-
upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan 
nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 
terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan 
untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tapi tidak ada niatnya 
untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kajahatan. 
Jadi, dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun 
ada kesempatan. 
2. Upaya Preventif 
 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut 
dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan 
sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang 
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ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya 
kejahatan. 
a. Mengadakan patroli keliling.  
b. Menempatkan personil kepolisian di tempat keramaian yang 
rawan terjadi lokasi pencurian.  
c. Melaksanakan sosialisasi dan bekerjasama dengan 
perlindungan perempuan dan anak dari instansi terkait, sekolah-
sekolah di Kabupaten Banggai dan kepada orang tua yang 
memiliki anak yang sudah tidak bersekolah. 
3. Upaya Represif 
Seiring pelaksanaan penanggulangan kejahatan pencurian 
yang dilakukan oleh anak yang bersifat preventif, maka perlu 
dilaksanakan upaya penanggulangan yang bersifat represif di 
lakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya ini baru diterapkan jika 
upaya lain sudah tidak memadai lagi. 
Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Banggai 
terkait dalam menanggulangi pencurian yang dilakukan oleh anak 
di Kabupaten Banggai antara lain adalah : 
1) Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau 
pengaduan kejahatan. 
2) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti 
serta upaya hukum lainnya dalam rangka penyidikan perkara 
pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Banggai dan 
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selanjutnya jika sudah lengkap (P-21) segera dilimpahkan ke 
Kejaksaan. 
Dengan mengambil langkah-langkah seperti telah 
dikemukakan di atas, maka akan dapat mengoptimalkan tindakan 
koordinasi sehingga luas wilayah yang merupakan masalah selama 
ini akan dapat tertanggulangi dengan baik. Untuk itu, tanggung 
jawab dari masing-masing personil untuk secara konsisten 
melaksanakan dan melakukan tugas-tugasnya sangat dituntut 
sehingga dapat menanggulangi dan mengendalikan kejahatan 



















Berdasarkan uraian/pembahasan yang telah diuraikan diatas, 
maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai kejahatan 
pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Banggai sebagai 
berikut : 
1. Penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak 
yang terjadi di Kabupaten Banggai, disebabkan karena beberapa 
faktor, yaitu faktor lingkungan, keluarga, ekonomi dan pendidikan. 
Dari keempat faktor tersebut yang terlihat paling berpengaruh 
terhadap meningkatnya suatu kejahatan khususnya kejahatan 
pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kabupaten 
Banggai adalah faktor Lingkungan. 
2. Penanggulangan yang dilakukan pihak Polres Banggai dalam 
meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh 
anak yang terjadi di Kabupaten Banggai yakni Upaya Pre-emtif, 
preventif dan represif. Upaya Pre-emtif dilakukan dengan 
mengadakan penyuluhan. Upaya preventif dilakukan dengan 
mengadakan patroli dan menempatkan personil kepolisian di 
tempat keramaian yang rawan terjadi lokasi pencurian. Upaya 
represif dilakukan dengan melakukan tindakan kepolisian yakni 
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penangkapan,  penahanan dan pelimpahan kasus ke Penuntut 
Umum (P-21). 
B. Saran 
Agar dapat mengurangi atau menekan terjadinya kejahatan 
khususnya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di 
Kabupaten Banggai, maka saran yang dapat dikemukakan adalah: 
1. Agar Polres Banggai menambah jumlah personil khususnya di pos -
pos polisi yang ada dan menambah jumlah pos polisi di tempat – 
tempat yang dianggap rawan, sehingga mampu dengan cepat dan 
tepat memberikan pelayanan serta penanggulangan secara 
terpadu dan intensif apabila terjadi kejahatan khususnya kejahatan 
pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kabupaten 
Banggai. 
2. Polres Banggai diharapkan dapat menambah jumlah sarana dan 
prasarana penunjang khususnya kendaraan dinas roda empat dan 
kendaraan roda dua sehingga dapat dilaksanakan patroli dengan 
baik sesuai kebutuhan di lapangan. Sehingga kasus-kasus 
kejahatan khususnya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh 
anak dapat dicegah. 
3. Selain itu Polres Banggai juga diharapkan agar lebih aktif dan 
meningkatkan koordinasi dalam memberikan upaya-upaya 
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